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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN
2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK:

- bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri
dan dalam negeri, perlu dilakukan penyesuaian terkait perjalanan dinas pindah
dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan dalam
negeri sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
perjalanan dinas;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri
di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013,
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/
PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015, Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau
masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik
Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.

- Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan
yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

- Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan
tugas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat
kedudukan semula berdasarkan Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan.

- Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dalam rangka pindah tugas
dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan
surat keputusan pindah.

- Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan bagi: a. Pejabat
Negara; b. PNS; c. CPNS; d. PPPK; e. Pejabat Lainnya; dan f. Pihak Lain.

- Perjalanan dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara
meliputi: a. Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan b. Perjalanan Dinas Dalam
Negeri.

- Perjalanan dinas harus disertai dengan Surat Tugas



Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
a. selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran
dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Perdagangan; c.
efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja negara; dan d. transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, khususnya dalam pemberian
perintah dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan: a. perencanaan
kegiatan satuan kerja Kementerian Perdagangan yang telah disusun oleh
pemrakarsa kegiatan; dan b. persetujuan KPA dan PPK satuan kerja
bersangkutan

Surat Tugas pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada satuan kerja
Kementerian Perdagangan diterbitkan oleh Menteri Perdagangan

Kewenangan penerbitan Surat Tugas dapat didelegasikan kepada pejabat
setingkat Eselon | dan Eselon Il yang ditunjuk berdasarkan keputusan
pendelegasian wewenang oleh Menteri yang tidak terikat tahun anggaran

Jenis perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri
atas: a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan b. Perjalanan Dinas Pindah.
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan target kinerja
Kementerian Perdagangan

Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas, Surat
Persetujuan, paspor, dan Exit Permit atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri.

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Kementerian Perdagangan

Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan pada rincian biaya
perjalanan dinas.

Komponen biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai Biaya Riil.

Pengeluaran untuk uang harian dikecualikan dan ketentuan dan diberikan
secara Lumpsum.

Besaran uang harian diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat digabungkan dengan
kegiatan pribadi.

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan tidak dapat dilaksanakan karena alasan
tertentu, pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dapat dilakukan pembatalan.
Pembatalan menggunakan Surat Pernyataan Pembatalan yang diterbitkan oleh
Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas.

Perjalanan Dinas Pindah dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah. Surat
keputusan pindah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibayarkan sebelum pelaksanaan Perjalanan
Dinas Pindah. Perjalanan Dinas Pindah atas dasar permohonan sendiri tidak
diberikan biaya Perjalanan Dinas Pindah

Pejabat/Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus
membuat laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang merupakan



bagian dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar
Negeri. Alokasi waktu untuk pembuatan laporan tidak dapat dijadikan agenda
acara Perjalanan Dinas Luar Negeri yang berakibat pada adanya tambahan
uang harian Perjalanan Dinas Luar Negetri.

- Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.

- Perjalanan Dinas pada Perwakilan Perdagangan dilaksanakan dengan
Perjalanan Dinas Jabatan. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas: a. perjalanan
dinas wilayah akreditasi; dan b. perjalanan dinas di luar wilayah akreditas

- Penugasan dalam kota/teritori dapat diberikan penggantian biaya transpor dan
berlaku sesuai Biaya Riil.

- bukti perjalanan yang sah untuk biaya transportasi, terdiri atas: 1. bukiti
pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran Moda Transportasi
lainnya; 2. tiket, boarding pass, airport tax, pembuatan visa dan/atau retribusi;
dan 3. biaya asuransi.

- Pelaksana SPD menyetorkan kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas
Jabatan dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang diterima melebihi biaya
Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan.

- Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan oleh local staff, harus atas
perintah Kepala Perwakilan dan diberikan uang harian sebesar 80% (delapan
puluh persen) dan tarif uang harian terendah.

- Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas: a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan b.
Perjalanan Dinas Pindah.

- Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan hams sesuai
dengan perintah atasan yang dituangkan dalam Surat Tugas.

- Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang menetapkan tingkat biaya perjalanan
dinas dan Moda Transportasi yang dipergunakan untuk melaksanakan
perjalanan dinas tersebut

- Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas
kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lama 5
(lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dan harga sebenarnya
(mark up), dan/atau Perjalanan Dinas Jabatan rangkap dalam
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan yang mengakibatkan kerugian
negara, harus bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang
dilakukan

CATATAN :

- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
dan Perjalanan Dinas Pindah yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian



Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 944).
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 944),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal
28 Desember 2020.



